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Judul: Kedudukan dan Peran Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana.

CILACAP - Sistem Pemasyarakatan tidak hanya dilihat sebagai instansi yang
memberikan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas, tetapi
juga berperan melakukan perawatan kepada tahanan (tersangka dan terdakwa)
yang masih menjalani proses persidangan.

Pada perkara anak, mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Balai Pemasyarakatan
(Bapas) dilibatkan sejak awal penyidikan dimulai sampai pasca putusan
pengadilan, sedangkan peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang
Rampasan Negara (Rupbasan) juga sudah dimulai pada awal peristiwa pidana.

Secara konseptual, sistem pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sejalan dengan
pandangan Bahroedin Soerjobroto yang belum memposisikan pemasyarakatan
untuk terlibat di setiap tahapan peradilan. Keduanya menjelaskan kedudukan
pemasyarakatan hanya pada ranah pelaksanaan putusan hakim.

Namun secara empiris, peran dan kedudukan Pemasyarakatan tertuang dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), meskipun belum diatur secara komprehensif.

Sementara itu, persoalan yang berkembang pada saat sekarang ini, baik KUHAP
maupun rancangan perubahannya masih menempatkan ranah pemasyarakatan
pada akhir sistem peradilan pidana terpadu.

Sistem peradilan pidana terdiri dari sub sistem Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan dapat bekerja secara
integratif sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam mekanisme
peradilan pidana.

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum, melayani kepentingan
masyarakat umum, sehingga tugas polisi adalah melakukan pencegahan
terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pada sisi
lain, secara formal, polisi juga memiliki peran penting dalam mekanisme system
peradilan pidana, yaitu memproses tersangka pelaku kejahatan dan
mengajukannya ke proses penuntutan di pengadilan.

Tugas Jaksa Penuntut Umum dalam proses peradilan pidana adalah, melakukan
penuntutan. Fungsi ini membawa Jaksa Penuntut Umum kedalam proses
peradilan pidana dari penahanan ke pemidanaan. Sedangkan pengadilan melalui
tingkatnya (Lower Courts, Trial Courts, Appellate Courts and Suprame Court)
merupakan lembaga yang fokus pada penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku
kejahatan.

Putusan akhir pengadilan ini akan membawa konsekuensi apakah terdakwa
masuk hukuman percobaan (probation) atau hukuman penjara di Lapas
(correctional institution), sebelum akhirnya terdakwa dibebaskan kembali ke
tengah kehidupan masyarakat.

Pemasyarakatan berdasarkan lingkup tugas dan fungsinya, terbagi menjadi



empat bidang besar, yakni Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang menjalankan
fungsi pelayanan tahanan, Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang menjalankan
fungsi pembimbingan klien pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) yang menjalankan fungsi
pengelolaan terhadap barang bukti, serta Lembaga Pemasyarakatan (Lapas),
yang berfungsi menjalankan pembinaan terhadap Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP).

Bapas merupakan salah satu sub sistem penting dari Pemasyarakatan, yang
memberikan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan kepada klien
pemasyarakatan, dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan.
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